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BAGlANORGANISASI DANPEI'iDAYAGL"NAANAP~

SEKRETARIAT DAERAB KABUPATE~ GROBOGAN

PERUBABAN ATAS PERATURAN BUPATI GROBOGAN NOMOR

61T.'\BUN 2016 TENTANG KEl>UDUKAN,SUStlNAN ORGANTSASI,
roGAS POKOK,FUNGSl, URAlAN TUGA&-JABATA.~DAN TATA

KERJA DINASl'ERHUBUNGAN KABUPATEN GROBOGAN

TENTANG

NOl\fOR 2S TAHUN 1018

PERATURAN BUPATI GROB'OGAN

,



I

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repnblik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5679.;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tabun 2016 temang

Perangk.at Daerah (Lcmbaran Negara RepubWc Indonesia

Tahun 2016 Nornor 114, Tambaban Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017
tentang Pedornan Pernbentukan dan Klasifikas: Cabang

Dinas dan Unit Pelaksana Teknls Daerah (Herita Negara
Rcpublik Indonesia Tahun2017 Nomor451);

8. Peraruran Daerah Kabupaten Grobogan N9mor 15 Tahun

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016
Nomor 15. Tarnbahan Lembaran Daerah Kabupaten

Grobogan Norrior 15);

•

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia l'iomor5~7) eebcgalmenatelah

diubah beberapa ka1i terakhir dengan Undang-Undang..

tentang
Repuhlik

Pembentukan Peraruran Pcrundang-undangan (Lembaran
Ncgara Rcpublik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Nega:a Republik Indonesia Nomor
5234);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Apararur

Sipil Ne2"ara (Lembaran :'ole6araRepubUk Indunesia Tabun
2014 Nomor 6, Tambah.an.Lernbaran Negara RepubWc

Indonesia Nomor5494);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

3. Undang-Undang Nemer 12 Tahun 2011 tentang
•



Crobogan.

5. Dinas Perhubungan yang selanjumya disebut Dinas adalah

Dinas Perhubungan Kabupaten Grobogan.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan

Kabupaten Grobogan.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat

UPTt> adalah Unit Pelaksana Teknis Daeral:. pada Dioas

Perhubungan. Kabupatcn Crobogan.

8. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD di lingkungan Dinas

Perhubungan Kabupaten Grobogan.
9. Jabatan Fuogsiooal Tertentu adalah kedudukan yang

menunjukah tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak
seorang pegawai negeri sipil dalam suatu satuan organisasi
yang dalam pc;laksanaan tugasnya yang didasarkan pada

keahlian danj'atau keterampllan untuk mencapal rujuan

organisasi.

memirnpin
menjadi

yang
yang

sebagai unsur

..
Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Grobogan.

2. Pemer'intah Daerah adalah Bupati
penyelenggara pemerintahan daerab
pelaksanaan urusan pemerintahan
kewenangan daerah otonorn,

3. Bupati adalah Bupati Grcbogan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupateo

•1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Beberapa ketentuan detam Peraturan Bupati Grobogan Nomor 61

Tahuo 2016 tentang Kedudukan, Susunan Orgarrisaai, fugas

Pokok, FU:lgsi. Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja Dinas
Perhubungan Kabupaten Grobogan (Berim Daerah Kabupaten
Grobogan Tahun 2016 Nomor 61) diubah sebagai berikut :

Pasall

PERATURAN BUPAn TENTANG PERUBAlW.N ATAS
Ph:RATURANBUPATI GROBOGAN NOMOR 61 TAHUN 2016

TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS
POKOK, FUNGSI. URAIAN TUGAS JABATAN DAN TATA KERJA

DlNAS PERHUBUNGAN KABUPATEN GROBOGAN.

MEMUTUSKAN :



•

Kecamatan Penawangan, Kecamatan Brad, Kecamntnn

Kle.mbu,Kecamatan Toroh dan Kecamatan Geyer; dan

c. UPI'D Sarana dan Prasarana Perhubungan Kelas B
Wilayah Barat, dengan wilayah kerja meliputi

Kecamatan Godong, Kecamatan Karangrayung,

Kecamatan Cubug. Kccamatan Tegowanu, Kecamatan
Kedungjati dan Kecamatan Tanggungbarjo.

(2) Susunan Organisasi UPTD Sarana dan Prasarana

.Perhubungan Kelas BWiJayah sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) terriiri dan :

a. Kepale,UPTD; dan

b. KeJompok Jabatan Fungsional Tertentu.

(3) Bagan Organisasi UPl'D Sarana dan Prasarana

Perhubungan Kelas B Wilayah sebagairnana dimaksud pada

ayat (1) tcreantum dalam Lampiran yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Grobogan,KecamatanPurwodadi,Kecamatan

b. UPTD Sarana dan Prasarana Pernubungan Kelas B

Wilayah Tengah, dengan wilayah kerja meliputi
•

Tawangbarjo dan Kecarnacan Ngaringan;

Kecamatan Gabus. Kecamatan Wirosari, K~r.amatan..
•

Kecamatan Pulokulon,Kradenan,Kecamatan

.
(1) Oengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD Sarana dan

Prasarana Perhubungan Kelas B Wilayah, t.erdindan:

a, UPTD Sarana dan Prasarana Perhubungan Kelas B

Wilayah Tirnur, dengan wilayah kerja meliputi

Pasal16

2. Ketentuan Pasal 16 ciiubah sehingga berbunyi sebagai
berikut :

10. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu adalah kumpulan

jabatan fungsional tertentu yang tercliri dan sejumlah,
tenaga ahli dalarn jerijarig jabatan furigsional tc:rtcntu yang

terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahliannya.



<

Pasall7

(1) UPTD Sarana dan Prasarana Perhubungan Kelas B Wilayah
dipimpin oleh Kepala UPTD Sarana dan Prasarana
Perhubungan Kelas B Wilayah yang berkedudukan di bawah
dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas,

(2) Kepala UPTD Sarana dan Prnaarane, Perhubungan Kelas B

Wilayah sebagaimana climaksud pada ayat (1), mempunyai

rugas pokok melaksanakan kegiatan operasional dan/atau
kegiatan teknis penunjang Dinas dJ bidang pengaruran dan
pengoperasian sarana dan prasarana perhubungan sesuai
wilayah keJjanya.

(3) Kepala UPTO Sarana dan Prasarana Perhubungan Kelas B

Wilayah daJam melaksangkan tugas pokok sebagalrnana
dimakaud pada ayat, (2), mempunyai fungsr :

a. penyusunan program kerja UPTDSarana dan Prasarana
Perbubungan Kelas BWilayah sesuai wilayab kerjanya;

b. pelaksanaan sebagian tugas Kepala Dinas di bidang

pengaturan dan pengoperasian sarana da.'l prasarana
perhubungan sesuai wilayah kerjrulya;

c. pembinaan dan bimbingan tekuis secara terpadu di
bidang pengaturan dan pengoperasian sarana dan
prasarana perhuhungan sesuai wilayab kerjanya;

d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
kegiatan UPTO;dan

e. pelaksanaan rugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

sesuai dengan bidang tugasnya.
(4) KcpaJa UPTD Barana dan Prasarana Perhubungan Kelas 8

Wilayah dalam melaksanakan rugas pokok dan fungsi
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayar (3),
mempunyai uraian tugas jabatan :
a. menyusun rencana dan program kegiaran UPTD Sarana

dan Prasarana Perhubungan Kelas B Wilayah
berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahuu sebelurnnya

dan peraturan perundang-undangan;
b. menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian

pennasalahan dan peraturan perundang-undangan;

3. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

•



c

c. membagi tugas kepada bawahan sesuai lingkup
tugasnya serta memberikan araban dan petunjuk baik

\ secara lisan maupun tertulis guna meningkatkan
kelancaran pelaksanaan tugas;

d. melaksanakan koordinasi internal maupun eksternaJ
baik secara langsung maupun tldak langsung untuk
mendapatkan inIormasi, masukan, serta dalam rangka
ainkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan kegiatan;

c. mempelajari dan rnengkaji peraturan perundang­
undangan dan regulasi sekto:ral terkait lainnya sebagai
bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;

f. menyiapkan bahan perumusan kebijo.kan teknls di
bidang pengaturan dan pengoperasian sarana dan
prasarana perhubungan diwilayah kerjanya;

g. melaksanakan pembinaan, IJengawasan. keamanan dan
ketertiban sarana djilIl prasarana perhubungan di
wilo.yah kcrjanya;

h. mclak:sanakan kegiatan operasional sarana dan
prasarana perhubungan eli wilayah kerjanya;

i. menyusun rencana pendapatan terhadap
operasionalisasi sarana dan prasarana perhubungan di
wilayah kerjanya;

J. melaksanakan pemungutan retIibusi terhadap
pernanfaatan sarana dan prasarana perhubungan di
wilayah kcrjanya;

k. melaksanakan pengelolaan sarana dan prasarana
perhubungan di wilayah kerjanya;

1. melaksanakan monitoring. mengevaluasi, dan rnenila;
kinerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala
sesuai dengan peraturan perundang-undanga.n;

m. membuat laporan pelaksanaan kegiatan kcpada atasan
sebagai bahan evaJuasi dan pengarubilan kebijakan
berikutnya;

n. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan
baik lisan maupun terrulis berdasarkan kajian agar
pelaksanaan kegiatan berjalan lancar dan optimal serta
untuk menghindari penyimpangan; dan

o. melaksanakan tugas 1<edinasan l;Un sesucU dcngan
perintah atasan.

•



Pasa122

(1) Sekretaris. KepaJaBidang, I<epalaSub Bagian, Kepala Selcai
dan Kepala UPrD serta Relompok Jabatan Puugslonal
Tcrtcntu wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk
dan bercanggungjawab kepada atasan masing-masing dan

menyampaikan laporan berkala tepat pada wakrunya.
(2) Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan Satuan

Organisasi dibantu oleh pimpinan unit satuan orgarusasi
bawahannya dan dalsm rangka pemberian bimbingan

kepada bawahan, masing-masing pimpinan saruan
organisasi mengadakan rapat secara berkala.

5. Ketentuan ayat (1) Pasal 22 diubah sebingga berbunyi sebagai

berikut :

?asal '2\

\1) \\.epa\a Uinas da\am me\aksanakan tu'l.as dan
kewa}\bann)a berdasar~ keb\}ak.an)ant d'iteta:p\;'ano\en

'Du,?atl.
\'2) i:lalam mt!\l'lksanakan tu'6asnya Kepala Uinat., '<>ekretans,

Kepela Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan
Kepala UPTDserta Kelompoi<Jabacan Fungsional Tertentu
wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan
sinkronisasi secara vertikal dan horisontal baik eli

lingkuogan Dinas maupun antar satuan organisasi ill

lingkungan Pemerintab Daerah sesuai dengan rugae
masing-rnasing. •

(3) Kepala Dinaa, Sekretaris.~ K::paJa Bidang, Kepala Sub
Bagian, Kepala Seksi dan Kepala UPTD bertanggungjawab
rnemimpin, mengawasi dan mengkcordinasikan bawahan
masing-masing dan berkewajiban memberikan bimbingan
serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya. r1"n
bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah­

langkah yang dipeduklln seeuai dengan peracunm
perrmdnng-tmdangan.

•

Ketentuan ayat (2) dan ayat (31 Pasal 21 diubah sehingga
berbunyi sebagai berikut :,



1)OQ''IGII'. -
BERITA DAERAH KA6UPATEN GROBOGAN TAHUN sora NOMOR 2~

Ditetapkan diPurwodadi

Agar setiap orang mengerabuinya, memerint:1hknn pengundangan

Peraturan Bupati ini dengan pcnempatarmya dalam Berita Daerah
Kabupatcn Grobogan.

Peraruran Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pasa! n•

Pejabat Struktural, Pejabat I"ungsional Tertentu, dan Pejabat

Pelaksana pada UPTD tetap melaksanakan rugasnya sampal

dengan dilantiknya pejabat baru.berdasarkan Peraturan Bupati
inl,

PasaJ 27A

7. Oi antara Pasal 27 dan P"'sal28 disisipkan 1 (So.tu) pasal, yakni
Pasal 27A sehingga berbunyi scbagai berikut :

Kepala Sidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi. Kepala uno
dan Kelompok Jabatan Fungsional Te~entu di lingkungan
Dinas menyampnikan laporan kepada Kepala Dinas dan

selanjutnya Sekretarls menyusun laporan berkala Kepala Dinas
yang disampaikan kepada Supan melalui Sekretaris Oaerah.

PasaJ 24

6. Ketentuan Pasa! 24 diubah sebingga berbunyi sebagai
berikut:

Oiundangkan di Purwodadi
pada tanggal 07 Mai 2018
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